
ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 38 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

 Judul: Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Pelaksanaan  Pemenuhan  Kebutuhan  Sumber  Daya  Manusia  Melalui 

Penggunaan Tenaga Alih Daya.

 Nomor/Tahun: 38 / 2025.

 Jenis Peraturan: Peraturan Wali Kota (PERWAL).

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4114).

 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279).

 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6916).

 Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016 tentang  Perangkat  Daerah 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  114,  Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5887)  sebagaimana  telah  diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.



 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian  Kerja  Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan 

Kerja.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk  Hukum  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Ringkasan Materi Pokok

 Tujuan: Mengatur pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di luar formasi ASN guna 

mendukung kelancaran tugas rutin Perangkat Daerah secara tertib, terkoordinasi, 

dan berdaya guna.

 Mekanisme  Pengadaan: 1.  Perangkat  Daerah  melakukan  analisis  kebutuhan 

tenaga alih daya.

2. Usulan disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

3. Persetujuan Wali Kota dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

 Perjanjian Kerja: Kerja sama dilakukan melalui dua tahap perjanjian:

o Antara Kepala Perangkat Daerah dengan Perusahaan Penyedia Tenaga Alih 

Daya.

o Antara Perusahaan Penyedia dengan Tenaga Alih Daya yang bersangkutan.

 Jangka  Waktu: Perjanjian  kerja  sama  dengan  perusahaan  penyedia  berlaku 

maksimal selama 1 (satu) tahun setelah penempatan tenaga kerja.

 Pembiayaan: Seluruh biaya pemenuhan kebutuhan tenaga alih daya bersumber dari 

APBD Kota Lubuk Linggau.

 Ketentuan Peralihan: Perangkat Daerah yang telah mempekerjakan tenaga alih 

daya sebelum peraturan ini terbit, wajib menyesuaikan prosesnya dengan pedoman 

dalam Perwal ini.

4. Status Peraturan

 Status: Berlaku.

 Sifat: Pedoman operasional manajemen sumber daya manusia non-ASN.



5. Informasi Tambahan

 Peraturan ini menegaskan pentingnya legalitas status tenaga kerja di lingkungan 

pemerintah daerah sesuai dengan standar ketenagakerjaan nasional (PP 35/2021).

 Ditetapkan oleh Wali Kota Lubuk Linggau, Rachmat Hidayat.


